SALINAN

LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN MALUKU TENGGARA

Nomor : 10 Tahun : 2010 Seri : C Nomor : 10

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA
NOMOR 10 TAHUN 2010

TENTANG

PEMBEBASAN PUNGUTAN RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK
KARTU TANDA PENDUDUK DAN AKTA KELAHIRAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MALUKU TENGGARA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendorong dan menumbuhkan kesadaran
masyarakat  dalam melaksanakan tertib administrasi
kependudukan dan pencatatan sipil, dipandang perlu untuk
mengambil kebijakan tentang pembebasan biaya layanan kartu

tanda penduduk dan akta kelahiran;

b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 28 Undang-Undang 23 Tahun
2002 tentang Perlindungan Anak, pembuatan akte kelahiran

menjadi tanggung jawab pemerintah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada
huruf a dan b di atas, perlu ditetapkan Peraturan Daerah

Kabupaten Maluku Tenggara tentang Pembebasan Pungutan



Mengingat

Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan
Akta Kelahiran.

Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan
Undang-Undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957 Tentang
Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat Il Dalam
Wilayah Daerah Swatantra Tingkat | Maluku Sebagai Undang-
Undang (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 1645);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004
Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran
Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang
Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah Menjadi
Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548), sebagaimana telah

diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang



10.

11.

12.

13.

14.

15.

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008
Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang
Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun
2006 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi
Kependudukan (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 124,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4674);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor
130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049);

Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1952 tentang
Pembubaran Daerah Maluku Selatan dan Pembentukkan Daerah
Maluku Tengah dan Daerah Maluku Tenggara (Lembaran Negara
Tahun 1952 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor
264);

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak
Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4138);

Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi
Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4139);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang
Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Tahun 2007
Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4736);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian

Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah



Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran
Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4737);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 8 Tahun
1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Maluku
Tenggara (Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Tahun
1989 Nomor 02);

17. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat Il Maluku Tenggara
Nomor 03 Tahun 1999 tentang Retribusi Penggantian Biaya
Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil (Lembaran
Daerah Kabupaten Daerah Tingkat Il Maluku Tenggara Tahun
1999 Nomor 11 Seri C);

18. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 03 Tahun
2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas
Daerah Kabupaten Maluku Tenggara (Lembaran Daerah
Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2008 Nomor 03 Seri D);

19. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 08 Tahun
2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2008
Nomor 08 Seri A).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA

dan

BUPATI MALUKU TENGGARA



MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBEBASAN PUNGUTAN

o 9

o

RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK KARTU TANDA
PENDUDUK DAN AKTA KELAHIRAN

BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

. Daerah adalah Daerah Kabupaten Maluku Tenggara;

. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tenggara;

Bupati adalah Bupati Maluku Tenggara;

. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maluku Tenggara;

. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah Dinas Kependudukan dan

Pencatatan Sipil Kabupaten Maluku Tenggara;
Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan orang asing yang masuk secara
sah dan bertempat tinggal di wilayah Indonesia sesuai dengan peraturan

perundang-undangan;

. Kartu Tanda Penduduk yang selanjutnya disingkat KTP adalah bukti diri sebagai

legitimasi penduduk yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Maluku

Tenggara yang berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;

. Akta Kelahiran adalah suatu surat yang dibuat oleh Pejabat/Pegawai Catatan Sipil

yang diberikan kewenangan untuk membuatnya menurut ketentuan perundang-

undangan yang berisi suatu peristiwa hukum tentang kelahiran.



BAB Il
PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 2

Pemerintah Daerah dalam rangka mendorong dan menumbuhkan kesadaran
masyarakat dalam melaksanakan tertib administrasi kependudukan dan pencatatan
sipil membebaskan pungutan retribusi penggantian biaya cetak KTP dan Akta

Kelahiran kepada warga masyarakat di wilayah Kabupaten Maluku Tenggara.

Pasal 3

Pembiayaan terhadap pembebasan pungutan retribusi penggantian biaya cetak KTP
dan Akta Kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dibebankan pada Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Maluku Tenggara.

BAB Il
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4
Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini objek retribusi penggantian biaya Cetak
KTP dan Akta Kelahiran yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Daerah
Tingkat 1l Maluku Tenggara Nomor 03 Tahun 1999 tentang Retribusi Penggantian
Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil dinyatakan dicabut dan

tidak berlaku.

Pasal 5

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.



Agar setiap orang mengetahuinya dan memerintahkan pengundangan Peraturan

Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Maluku

Tenggara.

Ditetapkan di Langgur
pada tanggal 31 Desember 2010

BUPATI MALUKU TENGGARA,

Cap/Ttd.

ANDERIAS RENTANUBUN

Diundangkan di Langgur
pada tanggal 31 Desember 2010

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MALUKU TENGGARA,

Cap/Ttd.

PETRUS BERUATWARIN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA TAHUN 2010 NOMOR 10 SERI
C



PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA
NOMOR 10 TAHUN 2010

TENTANG

PEMBEBASAN PUNGUTAN RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK
KARTU TANDA PENDUDUK DAN AKTA KELAHIRAN

I. UMUM

Negara dan Pemerintah berdasarkan Undang-Undang Republik
Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, bertanggungjawab
menyediakan fasilitas dan aksesbilitas bagi anak dalam segala aspek yang
dilaksanakan sedini mungkin yakni sejak dari janin dalam kandungan
berdasarkan asas non diskriminasi dan kepentingan yang terbaik bagi anak.
Pelaksanaan pendaftaran penduduk serta pencatatan akta kelahiran merupakan
bagian dari kegiatan pembangunan nasional khususnya dalam memajukan
kehidupan berbangsa dan bernegara secara menyeluruh dan komprehensif.

Sejalan dengan hal tersebut di atas akan terwujud apabila dapat
diselenggarakan dengan biaya murah dan merata bagi seluruh warga
masyarakat. Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara melalui Peraturan Daerah
ini memberikan pembebasan biaya cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta

Kelahiran.

Il. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 : Cukup jelas.
Pasal 2 : Cukup jelas.
Pasal 3 : Cukup jelas.
Pasal 4 : Cukup jelas.
Pasal 5 : Cukup jelas.
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